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Siapa Penikmat Sisa Dana BK Rp 600 Juta?

RBI, BENGKULU - Terdakwa -

M Sofyan (mantan Kadis DPP-
KAD Kota), Ikhsanul Arif (man-
tan Kabid Pembendaharaan),
Elmi Yati (mantan bendahara),
dan Yulian Firdaus (man-
tan Kasubag keuangan) Rabu
pagi,(5/12) kembali didudukkan
di kursi pesakitan Pengadilan
Negeri (PN) Tipikor Bengkulu,
kasus Korupsi Dana Beban Kerja
(BK) di DPPKAD Kota Bengkulu
tahun 2015. Dalam persidangan
tersebut, Jaksa Penuntut Umum
(JPU) pada Kejaksaan Negeri
(Kejari) Bengkulu, menghad-
irkan 3 orang saksi yaitu, Frans
Antoni (mantan Kabid Anggaran
DPPKAD atau terpidana kasus
sosialisasi Pajak), Siska Kumala
Sari (Honorer DPPKAD), dan
Hendra Kurniawan (mantan
PNS DPPKAD). Jaksa masih
menelusuri siapa penikmat sisa

dana BKsebesar Rp600juta.

Bahkan Frans yang merupa-
kan mantan tsk koruptor so-
sialisasi pajak fiktif dihadirkan
oleh JPU dipersidangan terse-
but untuk menelusuri dana BK
Rp 600 Juta tersebut. JPU ingin
tahu, dana mengalir ke siapa
dan digunakan untuk apa. Na-
mun saksi Frans Antoni dimuka
persidangan tersebut, mengaku
tidak tahu dan mengaku tidak
pernah menerima uang Rp 600
Juta sisa bayar dana BK dari Ety
Mahdianti (saksi dipersidangan
sebelumnya. :

Daniel Tugalung SH selaku JPU
mengatakan, dari keterangan
saksi Ety di persidangan sebel-
umnya saudara saksi Frans An-
toni pernah mengambil uang Rp
600 Juta di meja uang tersebut
adalah sisa pemotongan pem-
bayaran dana BK tahun 2015,
apakah keterangan tersebut
benar atau seperti apa? “Saya
tidak tahu pak Jaksa. Saya tidak

permnah mengambil uang Rp 600,
Juta di meja ibu Ety. Saya tidak -

pernah berurusan dengan ibu
Ety kecuali mengambil gaji, kar-
ena ibu Ety saat itu adalah juru
bayar, saya tidak ada kewenan-
gan untuk memerintahkan atau

sebagainya,” ungkapnya di per-

- sidangan itu kemarin.

. Saksi Frans

terkait mekahisme penyalu-
ran atau pembayaran dana BK.
Dari pengakufin Frans Antoni,
tunjangan ddna BK tersebut
adalah tambahan penghasilan
diluar gaji. Tidak semua intansi
mendapatkan tunjangan dana
BK ditahun 2015. Hanya beber-
apa SKP saja lyang mendapat-
kannya, “Kalag pegawai BPPKD
saat itu mendapatkan dana BK.
Saya lupa SKPD mana saja yang
menerima atajl yang mendapat

_dana BK tahuh 2015, tetapi ada

beberapa SKP|yang mendapat,’
bebernya, .

Sebagai Kabid Anggaran, Frans
Antoni bertugas membuat Surat
Penyediaan Dana (SPD) sebagai
salah satu syarat pencarian tun-
jangan dana BK. Surat tersebut
didisposisi oleh Kepala Dinas
(terdakwa M Sofyan). Setelah
didisposisi, SPD tersebut diser-
ahkan kepada Bendahara ter-
dakwa Yulian Firdaus. Bendaha-
ra selanjutnya akan menerbitkan
SPP dan SPM syarat tambahan
sebelum tunjangan dana BK bisa
dicairkan. y

“Kalau masalah dasar hukum
pembayaran dana BK tersebut
saya tidak tahu pasti. Kalau tidak
salah Perwal Nomor 36. Tetapi
saya tidak tahu masalah dasar
hukumnya. Karena saya masuk
ke BPPKAD itu tahun 2001 dana
BK tersebut sudah ada, jadi saya
kurang tahu masalah dasar hu-
kum atau Perwal untuk pemba-
yaran dana BK tersebut,’ demiki-
an ungkapnya. Data yang ter-
himpun RBI persidangan yang
dipimpin majelis hakim Dr Jon-
ner Manik SH, MH didampingi
hakim anggota I Heny Anggraeni
SH, MH dan hakim anggota II
Rahmat SH, MH. Setelah semua
saksi memberikan keterangan
majelis hakim kembali menun-
da persidangan, dan dilanjutkan
minggu depan dengan agenda
yang sama yaitu keterangan sak-
si.(ide) i



